
WALIKOTA PALEMBANG 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WAL!KOTA PALEMBANG 

NOMOR 50 TAHUN 2014 

TENTANG 

WAJlB PANDU BA01 KA.PAL/ TONGKANG YANG MELI.NTAS 
nr BAWAH JEMBATAN MUSI D DAN DUPLIKAT JElMBATAN MUSI n 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA EBA, 

Menimbang: a. bahwa daerah memili.k.i kewenangan untuk mengatur urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan; 

Mengi.ngat: 

b. bahwa da1am rangka mencipta.kan terttb lalu lintas angkutan 
sungai yang penting bagi lrelangsunga:n hidup masyarakat. 
perlu mengatur ketentuan mengenai wajib pandu bagi 
kapal/ tongkang yang melintas di bawah. Jembatan Musi U dan 
Dupllkat Jembatan Musi ll; 

c. bahwa penge.mran menge;nai wajib pandu bagi kapal/ tong.kang 
yang melintas di bawab Jembatan Musi Il dan Duplikat 
Jembatan Musi Il, perlu diwajudkan dalam suatu regulasi agar 
memiliki lande.san dan ke pastian huku.m; 

d. bahwa berdsisarkao pertiutbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, per1u menetapkan 
Peraturan Walikota Palembang tcntang Wajib Pandu Bagi Kapa! 
/ Tongkang yang_ Melintas di ):lawab Jembatan Musi n clan 
Duplikat Jembatan Musi ll; 

1. Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daemh 'l'ingkatll dan Korapraja di Sumatera Selatan (Lembarao 
Negara Republik lndonesia Tahun 1959 NofllOr 73, Tambahan 
J.,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821); 

2 . Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2008 tenLang PeJaya.mn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4849); 

3. Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae-rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah dengan Perataran 
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nom,or 2 T$un 2014 
tcntaog Perubahan Atas Ondang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 No.mor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik I ndon~ia Nomor 5589)i 



.Mcne!.ar,kan 

4. Pt>J-U turan Pemc1intah Nqmor 20 Tahun 2010 tcntang AJ1gkutan 
di Pera.iran [ Lcmbamn Negara Rt:publik lndonesia Nornor 
Tah11n 2010 Nomor 26. :runbahao Lembaran Negara Republik 
Tndoncsia Nomor 5108 ); 

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Noruor 14 Tabun 2011 
lt:nlang Pcnydt11ggara11 T!'a.UsJJorta.si. (Lc1ub.u-an Da1:1aii Kollcl 
Palemh,mgTahun 2011 Nomor 14 Seri R); 

MEMUTVSKAN : 

P_EF_t._TURA.N WAUKOT.fl. T.!£NTANG WA,JIB ?ANDU BAG! KAPA.L / 
TONGKANG YANG MF:UNTAS DI BAWAH JEMBAT/\N MUSI 11 
DAN DUPUK/\T JEMBATAN MUSI lJ 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pai:al L 

Damm Peraturan WaJikota ini yang dimaksud dengsm : 

1. Kota adalah Kora Palembang. 
2. Pemerintab Kota a<lalru, Pemcrlrtlab Kota Palem bang. 
3 . Walikota adalah Walikota Palembang. 
4 . Dinas Perhubur.gan "'□ :>lah Dina.s Pcrhub1.mgc.n ~ta 

Palembang. 
5. Kepala Dinas Perhuhungan adalah .Kepala Dioas 

Perhub\wgan Kota Pttlelllbaug. 
6. Kapal adalah kendaraan air dcngan bentuk dan jO!l:IB 

apapun, yang d.ig.erakkan dengan tenaga mekanik, tenaga 
angfu a.tau d.itunda, tennasuk kendaraan yanA uerdaya 
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukann air, serta 
alnt ;ipung dan hangunan tl':rnpung y:mg ti.dak berpindah­
pindal1. 

7. Pelabuban adalah te:rnpat yang terdirl dari daratan clan 
p{'rairan di S<.'kitarny-a dengan batas-batas terte!1.tu scbagai 
tcmpat kegiat.an pemerintahan dan kegiatan ckonomi yang 
d.ipergunakar, sebagai. tempat kapal bersandar, berlabuh, 
naik tu run penumpang dan/ atau boogkar muat hara.ng yang 
<lilengkapi dengan fasilltas kcsclamatan pelayaran dan 
kcgiatar1 perrnnjang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindallan intra clan antar moda ttansportasi. 

8. Kesel;miatan pelayaran ad?Jah segala sesuatu yang 
berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhada.p 
penye!enggaraan angkutan di perairan untuk menjamin 
keselamatan jiwa manusia, hruta benda dan 1.ingkungan. 

9. J{elaikt<>utan kapal adalah keadaan kapal yang :ne.rr.enu.hl 
persyarotan keselamatan ka.pal, pencegahan pencemam.n 
peraimn drui kapal, pengmvakan, pemuatan, k!'.sehat.an dan 
kesejahteraan awak ka:pa.l serla penumr.>&ig da.11 stalus 
ltukum kapal untuk berlayar di pera.i.ran te.rtentu. 

10. Kenavigasian adalah segala sesuam yang berkaltan dcngan 
S;3:ra.na Bantu Nc1vigasi Perninm, Tclekomunika~'i Pelu,yaran, 
rudrograli clan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan 
dAn rPklAmasi, rw:-manch1an, penanganan k"rangka kapal, 
salvage dan pckcrjaan bawah air Wlluk kepenti.uga.o 
keselama,ran pela,yaran kapaL 



BAB ll 
WAJIB PANDU BAGl KAPAL/TONGKANG YANG 
MELIN'l'AS DJ BAWA.B. JEMBATAN MUSI J1 DAN 

DUPLIKATJEMBATAN MUSTil 

Pasa] 2 

Setiap kapal / tongkang yao.g melintas di Sungai Musi sejak 
masuk batas kota, dibawah Jembatan Musi u clan Duplikal 
Jembatan Musi ll wajib memenuhi ketentuan sebagai 
berikuL: 
a. k:etinggian muatan longkang tidak melebihi 8 (delapan) meter; 
b. bagian atas muatan harus rata arau Uuak kuucut; 
c. wajih dipandu oleh petugas otoritas pclabuhan dan/atau uniL 

penyelenggaraan pelabuhan serta pengamanan dan 
pengawasan lalu linras disckitac Jcmba.tan Musi II dan 
Duplikat Jembat:an Masi II oleh petagas Uinas Perhubungan; 

d. bcrlayar pada siang harl; dan 
e . tongkang yang diperkenankan melintasi di bawab Jcmbatan 

Mu6i II dan Duplikat Musi II maksimaJ Length Over All (l,,OJ\) 
300 feet dengan lebar paling tinggi 28 (dua puluh delapan) 
meter dan d.itari.k oleh Kapal tunda paling rendahJ765 KW 
serta Tug Boat pendorong 1761 KW yang memenuhi 
persyaratan l<elaikan laut. 

-Pasal 3 

I) Untuk memenuhi persyaratan teknis Kelaiklautan Kapa! dan 
jaminan Keselamatan Pelayaran wajib d.ilakukan pe.cneriksaan 
kapal pada setiap pemberangkatan kapal 

2) Pemeriksaao kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1), dilakukan oleh .Petugas yang berwenang. 

Pasal4 

1} Keselamatan dan k~anan anglrutan perairan adalah 
kondisi terpenuhinya persyaratao : 
a. Kclaiklautan Kapal; clan 
b. Kenavigasian 

2) Ketaiklautan kapaJ sebagaimana dirnaks11d pada ayat (1) 
burnf a, waj:ib dipenuhi seUap kapal ses-uai dengan dacrah 
pelayarann.ya meaurut kctcntuan peraturan perundang -
undaogaa yang berlaku. 

Prt!ffll 5 
.. 

So.tiap aktifitas kapal / tongkang di perairan Sungai Musi 
ldi'}lsRB!lya c1,i spklfllf Jempp.~n M\.l~i Jl ~~fl llilPlikat Je~fµqJ 
Mt1si II yang mengakibatpn rusaknya fasilitas milik Pemcrintah 
(~l11buhaq ~n jen+~tan) wajib JllC!,llDCri.kan jaminan kerusak~ 
i:p.~al se~ RP· _ l50.00Q.p00,- (sera~s lirna_ P\.111¥1 ~Uta 
rupiah) kepada Pemeruitoh Koai PalembaJ;Jg sapwil meouoggu 
sclc.sainya pcnetapon besaran ganti rugi dari basil pemeriksaan 
oleb tim teknii, terkaiL 



Pasa16 

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perbubungan untuk 
melaksanakan Peratu:ran Walikota ini, dengan berkoordinasi 
bersama insta.nsi terka.iL 

Pasa.17 

Peraturan Walikola ini mulai bedaku pa.da tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintabkao pengw,dangan 
Pera.turan Walikota ini dengan penempa.tannya da1am Berita 
Daerah Kota Palembang. 

lcmbang 
7 Old:ol>ea- 2014 

OTA PALEMBANG, 

HAR.NOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pada t:anggal 2,t ~~bt:t- 2014 
SEKRETARJS DAERAH 

KOTA PALEMBANG, 

UlMAYAT 
BERlTA DAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN 2014 NOMOR SO 


